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Salinan
NO: 3/LD/2019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR: 3 TAHUN 2019

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya
Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan yang
diselenggarakan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan, maka
kewajiban pemerintah untuk
menjamin penduduk miskin



dengan Jaminan Kesehatan
Nasional sudah terpenuhi
bahkan terlampaui sehingga
tidak perlu lagi menyediakan
anggaran untuk kebutuhan
pelayanan di Puskesmas bagi
penduduk miskin yang
berobat ke Puskesmas;

bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a
tersebut di atas, pengaturan
mengenai Retribusi Pelayanan
Kesehatan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Indramayu
Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum, perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan
huruf b tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Indramayu tentang
Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa
Umum.



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);



Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah
terakhir = dengan  Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan
Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah
di Kabupaten Indramayu
(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2007 Nomor
4, Seri C.1) sebagaimana telah



12.

diubah  dengan  Peraturan
Daerah Kabupaten Indramayu
Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Indramayu
Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah di
Kabupaten Indramayu

(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2015 Nomor
11);

Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa
Umum  (Lembaran Daerah
Kabupaten Indramayu Tahun
2012 Nomor 2 Seri B.1)
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan  Daerah
Kabupaten Indramayu Nomor
11 Tahun 2016 tentang
Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2016 Nomor
11).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :  PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasall

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu
Tahun 2012 Nomor 2 Seri B.1), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah,
dan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus,
sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai
berikut :



(1)

(2)

(3)
(4)
(S)

Pasal 4

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan

adalah Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas, Puskesmas DTP , Puskesmas
PONED, Puskesmas Pembantu,

Laboratorium Kesehatan Daerah dan
tempat kesehatan lainnya yang sejenis
yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan
pendaftaran.

Dikecualikan dari objek retribusi
pelayanan kesehatan adalah pelayanan
kesehatan yang dilakukan pemerintah,
BUMN, BUMD, Rumah Sakit Umum Daerah
yang sudah ditetapkan BLUD, dan pihak
swasta.

Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.

Ketentuan Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Dihapus.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Bulan
Januari Tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu

pada tanggal 17 Oktober 2019

Plt. BUPATI INDRAMAYU,
Cap/ttd

TAUFIK HIDAYAT
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Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 17 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,
Cap/ttd
RINTO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2019 NOMOR: 3

REGISTER PERATURAN\ DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR:
3/242/2019



